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Abstract
The Advocate Role In Sharia Economic Developmental, a especial of Islamic Shana
Bankihg, in the context ofinereasingly widespread Islamic eco ofty these ddys, it is
much needed role ofthe Adr)ocate. The Advocates help solving the problem: giving
and sert ing legal advice, amohg others in the lield of Islamic banking, Islamic
insurance, Islamic mutualfunds, and broker sharia; crealing a legal audit and legal
opinion in preparalion for lhe establishmenl, mergers and acquisitions sharia,
includingJor the purpose of borrowing money and investing: conducting advocacy
ih the forum court; creating of legal drafting and Islamic business conlracts,
leplesenti g a company attomey at sharia arbitration forum either itlslitutional ot
ad hoc or on theforum Ahemafire Settlement Issues (altemative dispure resolution),
for etanple: mediation, consuhatioh, hegotiation, conciliation and etperl evaluation.
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I. LATAR BELAICA.NG
Dalam perkembangan kehidupan
ekonomi yang dinamis terdapat pemahaman
ekonomi yang didasarkan pada keyakinan
yaitu ekonomi syariah (sharia economic)-
F konomi syariah mcrupakan bidang ekonomi
yang didasarkan atas prinsip hukum Islam,/
syariah Islam dan mulai dipraktekkan pada
beberapa sekor ekonomi terutama sektor
p€rbankao.
Dalam memahami pruktek ekonomt
syariah klususnya perbankan syafiah, aturan
pokok yang merujuknya adalah Undang
Undang No.7 Tahrm I 992 r€ntang Pe6ankar
yang diperbaharui dengan Undang Undang
No.l0 Tahun 1998 Tentang Perbankal,
Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang
diregulasi oleh Direktorat Pe6ankan Syariah(DPbS) sena akhimya regulasi yang temkhir
diatur dalam Undang Undang No.2 1 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah.
Pemberlalcun Uldang Undang No. I 0
Tahun 1998 tentang Perbankan memben
kes€mpatan luas untukpeftembanganjaringan
perbanlan syariah, selain ihr Undang Undang
No.23 Tahun 1999 tentang Banl Indonesia
telah menugaskal Bank Indonesia untuk
mempersiapkan perangkat peraturan dan
fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung
operasional bank syariah.
Kedua Undang- mdang tcrsebut mcnjadi
dasarhukum penerapan dual banking rysen
di Indonesia, dual bankikg systelh yan9
dimaksud adalah torselenggaranya dua sistem
perbanka[, yaitu: Sistem Perbankan
Konvensional, dan Sistem Pabankan Syariah.
Secara berdampingan, pelaksanaanya diatur
dalam berbagai p€raturan perundang-
undangan yang berlaku (Dasar Dasar
Manajemen Bank Syariah, 2009:vi).
Dengan perkembangannya lembaga-
lembaga keuangan Islami dalam 3 (tiga)
dasawarsa t€raktir ini, maka bark sentral atau
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otoritas moneter diberbagai negara musllm
harus pula memantau dan mengendalikan
perkembanganlembaga- lembagakeuangan
baru Untuk melaksanakan fiugsi p€rnantauan
dan pengendalian itu, maka otodtas moneter
juga harus membangun seperangkat kebijakan
dan insfumen moneter yang sesuai dengan
prinsip-prinsip yang dianut oleh Lcmbaga
Lembaga Keuangan dan Pcrbanlan Islami.
Sebagian egara muslim melak rkan konversi
mekanisme moneter dan perbankan yang ada
ke dalam sistem Islami seperti Iran tian
Pakistan dan sebagian egara muslim lairmy4
seperti Indonesia.
III PEMBAHASAN
Tirjuan Sistem Perbankan Syariah
Sejak awal dasawarsa 1970-an, umat
Islam diberbagainegam telah berusaha untuk
mgndirikan Bank lndonesia. Tujuan Sistem
Perbankan Syariah pada umumnya dalah,
unhrk mempromosikan dan mengembangkan
penempan prinsipginsip Syariah Islam dan
tradisinya ke dalam hansaksi k€uangan dan
perbEnkan scrta bisnis lain yang lerkait. Prinsip
Utama yang diaDut Bank Islam, adalah :
L Larangan ribr (bunga) dalam berbagai
benhrk transaksi
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas
perdagangan yang berbasis pada perolehan
kcuntungan yang syah mcnurut ryariah; dan
3. Membcrikan zakat.
Dengan diurdangkarmyaUndang Undang
No.l0 Tahun 1998 Tentang Perubahan
UndangUndang No.7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan, maka secara tegas Sistem
Perbankan Syariah ditempatkan sebagar
bagian dari Sistem Perbankan Nasional.
Undang-undarg tersebut tclah diikuti dengar
ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Sumt
KeputusanDircksi Bank Indonesia tanggal 12
Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum. Bank
Umum berdasarkan prinsip syariah, Banlc
Perkreditan Rakyat dan Bank Perheditan
Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah,
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Hal yang sargatpenting dari peratulan
baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan
bank-bank perkxeditan rakyat konvensional
dapat menjalankan transaksi perbankan
syariah melalui pembukaan kantor-kantor
cabang syariah atrau mengkonversikan kantor
cabang konvensional menjadi kanior cabang
syariah. Perkembangan kelembagaan
perbankan Syariah baik dalam beotuk Bank
Umum Syaliah, Urdt Usaha Syadah, Kantor
Ba{* Umum Syadab, dan UMha Unit Syariah
Bank Pe*rcditatr Rakyat Syariah dari tahun
ke tahrm me,ngalami peningkataq tahun 192
b€dumlah 11, tahur 1999 berjumlah 121,
tahun 2000 berjumlah 145, tahun 2001
berjumlah 182, tahun 2002 berjumlah 218,
tahun 2003 berjumlah 393, lahun 2004
berjurnlah 506, dan tahun 2005 b€rjurnlah 6l 8
(Bank Indonesia, 2005).
Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah
Menurut Merwelly (2009: l7- l 8),
prinsip-prinsip ekonomi syariah secara garis
besar dapat diuraikan sebagai berikut :
l. Berbagai jeois sumber daya dipand,ng
sebagai pemberian atau titipan Tuhan
kepada manusia. Untuk itu manusia harus
memanfaatkannya seefi sien dan seoptimal
mungkin dalam produksi guna memenuhi
kesejahtenan bqsama di druri4 baik unnrk
diri sendiri maupm unnrk orang lain.
2. Meryakui kepemilikan pribadi dalam batas
batas lertentu termasuk kepemilikan alat
produksi dan faktor produksi.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi,
adalah kerjasama, baik sebagai pembeli,
petrjual, penerima upah, pembuat
keuntungan dan sebagainya, harus
beryegang pada tuntunan Allah SWT.
4. Pemilikan keka)"an pribadi harus berperan
sebagai kapital produktivitas yang akan
meningkatkan besaran produk nasional
dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.




6. Melarang setiap pembayamn bunga (riba)
atas berbagai bennrk pinjaman,baik berasal
dari teman, perusahaan perseorangan,
pemedntah atau prm instansi lainnya.
Dasardan TUjuan Manajemen Syariah
Semua organisasi, baik yang berbentuk
badan usaha swasta, badan yang bersifat
publik ataupun lembagalembaga sosial
kemasyarakatan te tu mempunyai s:uatu trrjuan
sendiri-sendiri yang merupakan morivasi dari
pendirinya. Manajemen dalam suatu badan
usaha, baik industri, niaga dan jasa tidak
terkecuali jasa pertraika4 didorong oleh motif
mendapatkan keuntunga[ (proJit). Unnrk
mendapat kel'mhmgan yang besar, nlar)ajemen
harus diselenggarakan dorgan efisien. Sifat m
harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan
manajer dimanapun mereka berada, baik
dalam organisasi bisnis, pelayanan publik,
maupun organisasi osial kemasyarakatan.




Bank Indonesia telah menetapkan
ketentuad tentang aspek permodalan bank-
bank syariah. Bank Syariah wajib
menyediakan minimum sebesar 8% dari aktiva
tertimbang menurut risiko, yaitu : Risiko
penyaluran dana, dan Risiko pasar. Bank
dilamng melalorkan distribusi modal atau laba
yang dapat  mengak iba tkan kond is i
permodalan bank tidak mencapai rario
minimum yang diwajibkan. Modal bagi Bark
C-";"1' r.'.1;; ,1"; .
1. Modal Inti (rter.l)
a. Modal disetor
b. Cadangan tambahan modal (disclosed





5) Laba tahun-tahun lalu setelah
diperhihngkan pajak
6) Laba tahun berjalan setelah
diperhitungkan taksiran pajak
sebesar50To;
7) Selisih lebih penjabaran laporan




2) Rugi tahm lalu;
3) Rugi tahun berjalan;
4) Selisih kurang penjabaran laporan
kermngankantorcabang luarnegeri;
5) Penurunan nilai penyertaan pada
portofolio yary tersedia untuk dijual.
Modal Pelergkap (tter 2)
a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap;
b. Cadangan umum dan penyisihan
pengbapusan kiva produkif setinggi-
tingginya 1 ,25% dari aktiva tertimbang
me[unrt dsiko;
c. Modalpinjamanyangmcrncnuhilaiteria
Bank Indonesia, yaitu pinjaman yang
didukung oleh instrumen atas warkat
yang mempunyai ciri-ciri terentu.
Modal Pelengkap (/ter J)
Adalah investasi ubordinasijangkapendek
yang memenuhi kriteria Bank Indonesia,
sebagai berikut :
a. Berdasarkanprinsip masyarakat;
b. Tidak dijamin oleh bank yang
bersangkutan dan telah disetor penuh;
c, Memiliki jangka waktu perjanjian
sekurang-1'-urangnya 2 tahun
d. Tidak dapat dibayar sebelumjadwal
wakhr yang ditetapkan dalam perjanjian
dengan persetujuan Bank Indonesia;
e. Terdapat klausul yarg mengikat (/oc,t
in clausule) yang menyatakan bahwa
tidak dapat dilakukan penarikan
angsuran pokok temasuk pembayaran
pada saat jatuh tempo, apabila
pembayaran dinaksud menyebabkan
kewajiban penyediaan modal minimum
tidak memenuhi ketentuao yang berlaku;
a. Terdapat perjanjian penempatan
investasi sub ordinasi yang jelas
temasuk jadwal pelunasannya; dan
2.
2.
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g Mempe.oleh pqsetujuan tcrlcbih dahulu
dari Bank Indonesia.
Modal inti (tier 1) tcncbut diperhiturgkan
dengan faktor pengurarg bcrupa pos gooahil/
dalam pcrhitungan laba rugi tahun berjalan
sebagai komponen dari cadangan tambahan
modal (tlisclosed reserve) harus dikeluarkan
pengaruh perhitungan pajak tangguhan
(deferrcd tc*). Modal pelengkap (tier 2) yat\g
tidak digunakan atau invcslasi ub ordinasi
yang mclebihi 50% dari modal irti dapat
dr!ambahkan unlul atau digunakan sebagai
Lomponen modalpelengkaptambahan (tkr
J) dengan tctap memenuhi syarat sepcrti dua
kriteria tersebut. Modal pclengkap tambahan
(tier 3), dalalJi, perhitungan kewajiban
penyediaan modal minimum, hanya dapat
di$makan untuk memperhitungkan risiko pasar
dengan memenuhi 2 (dua) kriteria, yairu :
I. Tidak mclebihi2505 dan bagran moddl inri
(l ier l) yar'g dialokasikan untuk
memperhinurgkan risiko pasar; dan
2. Jumlah rnodal pelengkap (lier 2) dan
pelcngkap tambahan (/ler J) selinggi
tingginya 100% dari modal inti (lier 1).
Aspek Risiko Perbankan Syariah
Risiko yang mungkin tcrjadi dalam
perhitungan kowajiban penyediaan modal
minirnum menurut kctcn ruan Bank lndoncsia:
L Aspek risilo penyaluran da a. terdiri dari:
a. Aldiva neraca yang dibcri bobot sesual
kadar risiko penyaluran dana yang
mclckat pada setiap os aktiva, yaihr:
1) Kas, emas, pcncmpatan pada Bark
Indonesia diberi bobot 0% ;
2) Pcncmpatan pArla bank lain diberi
bobot 70%
)) Persediaan nilaibcrsrh a.ktiva dibcri
bobot 100%
b. Beberapa pos dalam daftarkewajiban
komitmen dan kontijensi yang diben
bobot dan sesuaidengan kadar risiko
penyaluran dana yang melekat pada
setiap pos setelah tcrlebih dahulu
dipcrhitungkan dengan bobot faktor
konversl,
c. Altiva tertimbang menurut risiko unnrk
aktiva produktif.
d. Surat berharga syariah yang termasuk
dalam buku bank (banking book)
ditetapkan bobot aktiva tcrtimbang
menurut risiko (AIMR).
2. AspekRisiko Pasar
Bank Syariah diwajibkan menyusun
danmenerapkan kebijakan danpedoman
risiko pasar sebagai bagian dari kcbijakan
dan pedoman manajcmcn risiko bank dan
wajib ditetapkan secara konsisten scrta
tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Kcbijakan tersebut mininal berisi ketcntuan
sebagai berikut :
a. Bank hanya dapat memiliki surat
berharga 
"1 ariah unruk rujuan invcsusi.dalam hal bank mengalami kesulitan
lik-uiditas, surat bcrharga syariah yang
dimiliki tersebut dapat dijual sebelum
janrh tempo.
b. Bank wajib mcmpcrhitungkan risiko
p^sar (ma*el sk) dalam kewaj iban
penyediaan modal minimum dengan
menggunakan metode standar
(standard melhod)
c. Pembebanan modal dalam perhitungan
risiko nilai hrkar dilakukan sebesar 89/o
dari posisi devisa . tto yarg dimiliki.
Masalah Pengolahan Likuiditas Bank
Syariah
Salah satu kendala opcrasional yang
dihadapi oleh pcrbankan syariah adalah
kesulitan dalam mcngcndalikan [kuiditasnya
sccara efisien, hal itu tcrlihat pada beberapa
ggjala, antar lain :
l Tidak tcrscdianya kesempatan i vestast
segera tas dan-dana yang ditcrimanya.
Dana-dana tcrscbut terakumulasi dan
mcnganggur unhrk bcberapa hari sehingga
mengurangi rata- rata pcndapatan mereka.
2. Kesulitan mencairkan dana investasi yang
sedangberjalan pada saat ada pcnarikan
dana dalam situasi kritis, akibamya bank
mcnahan alat likuidasinya dalam jumlah
yang lebih bcsar dari pada rata - rata
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perbankan konvensional. Kondisi ini
menyebabkan berkurangnya rata-rata
pendapatan bank.
Penyimpanan dana yang hanya mencari
keuntungan lebih baflyak, cenderung
memindahkan dananya ke bank lain,
sementara bagi nasabah yang loyal, terkesan
bahwa mengikuti prinsip syariah berarti
menambah beban. Pada umumnya bar <
sr"iah mengalarni 2 (dua) macam kendala bila
dibandingkan dengan bank konvensioml,
yar[r:
l. Kumngnya akses untuk memperoleh dana
likuiditas dari Bank Centralt dan
2. Kurangnya akses k e Pasarl)u.g (money
m a/k€l) sehingga bank syadah anya dapat
memelihara likuidibs dalarn bentuk kas.
Untuk mengatasi masalah tersebut
kebanyakan pengelola baok syariah masih
hanrs memilih salah satu ataubebsrapapilihan
yang bersifat daruratyaitu :
l. Menolak mengambil bunga;
2. Mengambil brurga dan menggrmakannya
unnrk tujuan sosial berdasalkan fatwa;
3. Menginvestasikamya pada emas dan atau
Iogam mulia lainnya secara nurai dall
melakukan kontrak be4ngka (forward
4. Mernbia*an dfti kehilangan kes€rnpatan di
pasar uang dan menyimpan dananya di
bank konvensional tanpa menerima bunga
sebagai mbangan dari servis yang
diperolehnya.
Pedoman BankSyariah
Pam bankir syariah arus mcmperhatikan
beberapa ket€ntuan syariah yang harus
menj adi pedoman (pedoman bank syariah),
antam laln :
l. Uang tidak boleh menghasilkan pa-apa,
uang hanya akan berkembang apabila
diinvestasikan pada kegiatan ekonomi riil.
2. Keberhasilan kegiatan ekonomi diukur
detgan return on ihyestment (ROI),
re um lni hany ab oleh diestimasikan tapr
tidak boleh ditentukan terlebih dahulu di
depan.
3. Bagian saham dalam perusaluar\ kemitraan
masyarakat dapat dibeli atau dijual untuk
kegiahn investasi dan bukan untuk tujuan
spekulasi atau untuk tujuan perdagangan.
4. Piranti keuangal syariah seperti saham
dalam suatu kemitraan atau perusahaan,
dapat dibeli atau dijual karena ia mewakili
bagian v.ham dalam j umlah aset dari bisnis
nyah
Beberapa batasan yang harus
dipe6atikan dalam perdagangan saham adalah
sebagai bedkut:
l. Uang tidak boleh dijiual untuk mcmperoleh
uans
2. Nilai saham dalam suatu bisnis harus
didasarkan pada hasil pcnilaian
pedorm an c e brsns y ang benangl-utan;
3. Transaksi tunai (cas&) barus diselesaikan
segera setelah kontrak terl adi;
4. Diperbolehkan membeli saham dari bisnrs
yang mencatat adanya utang pada neraca
mereka, tetapi tidak boleh domimn dan
5. Pemilik saham mempunyai hak untuk
mengakhidk€pelnilikalln]", kecualiapabib
diperjanjikan lain dan secara tegas
dinyatakad alam kontrak.
Rlsiko Perbankal Syariah
Perbankan Syar iah  berporens i
menghadapi rjsiko-risiko seperti berikut :
l. Risiko Kredit (CredtR,ii)
Risiko kedit muncul j ika bank tidak
bisa memperoleh kembali cicilan pokok
dan atau bunga dari pinjaman yang
diberikannya atau investasi yang sedang
dilakukannya. Penyebab utama tedadinya
risiko kredit adalah terlalu mudalrrrya bank
membgrikan pinjaman atau melalqrkar
investasi karena terlalu dituntut untuk
memanfaatkan kelebihan likuiditas,
s€hingga penilaian kedit kuang cermat
da lam m€ngant is ipas i  berbagar
kemungkirun risiko uwha yang dibialainla
Risiko ini akan sernakin tampak etika
perekonomian dilanda kisis atau resest,
turunnya penjualan mengakibatkan
berkurangnya penghasilan perusahaar,
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sehingga perusahaan mengalami kcsulitan
untuk memenuhi kewajiban mcmbayar
utang-utangnya. Risiko tersebut dapat
ditekan dcngan cara memberi batas
wewenang keputusan kredit bagi sctiap
aparat perkreditan, berdasarkan
kapabilitasnya dan batasjumlah kedit yang
dapat diberikan pada usaha atau
perusahaan tertentu, serta dengan
melakukan diversifi kasi.
Ris iko Pasar (Martet Risk)
Risiko pasar timbul karena adanya
pergerakan variabel pasar dad portofolio
yang dimiliki oleh bank, yang dapat
merugikan bank. Variabel pasar yang
dimakud adalah suku bunga (interest rcte)
dan nilai tukar (lbreig, exchange rate).
Bagi perbankan syariah, pada umumnya
lebih mampu morghindari risiko nilai tukar
valuta asing, karena mercka dituntut unhrk
memenuhi norma-nonna syariah, yaifu :
a. Bank syariah anya melalekan transaksi
komersial dan tidak akan pernah
melalcukan transaksi arbitrase;
b. Bank syariah anya akan melakukan
pertukaran valuta asing secara nrnai;
c. Bank syariah tidak melakukan penjualan
prcdfuk (s h o r t s e I I i n g) ; dan
d.Bank syariah tidak melakukan
perhrkaian tanpa pengesahan.
Risiko Likuiditas (1t4rldilae /ir/r)
Pemicu utama kcbangkrutan bank
baik yang besar maupun kecil, bukan
karena kerugian yang dideritanya,
melainkan lebih pada kctidakmampuan
memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
Lik-uiditas secara luas dapat didefinisikan
sebagai kemampuan untuk memenuhi
kebunrhan dana (casfulou) dengan segcm
dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas
penting bagi bank untuk menjalankan
nansaksibisnisnya sehari-hari, mengatasi
kebutuhan dana yang mendesak,
mcmuaskan pefinintaan Dasabah akan
pinjaman dan memberikan fleksibilitas
dalam menih kcsempalzn i vestasi mcnarik
dan menguntungkan-
4 .
Risiko likuiditas muncul rnanakala
bank tidak mampu memcnuhi kebutuhan
dara (cash llow) dengan scgera, dan
dengan biaya yang sesuai, baik untuk
memenuhi kcbutuhan tmnsaksi sehari-hari
maupun guna memcnuhi kebutuhan dana
yang mendesak. Besar kecilnya risiko ini
banyal( ditentukan oleh:
a. Kecermatan perencanaan arus kas atau
arus dana bcrdasarkan prediksi
perturnbuhan dana
b. Ketetapan dalam mengatur struktur
dana, termasuk ecuL-upan dana-dana
lalrr
c. Kete.sediaan aset yang tiap
dikonvenikan mcnj adi kas; dan
d. Kemampuan mcnciptakan akscs ke
pasar antar bank atau sumber dana
laimya.
Risiko Operasional
Risiko opemsional dalai risiko akibat
dari kurangnya sistem informasi atau
sistem-sistem pengawan i temal yang akan
menghasilkan kerugian yang tidak
diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan
kesalahan manusiawl (human error),
kegagalan, sistem, dan ketidak cukupan
prosedur dan kontrol. Dalam hal ini kita
jumpai semua komponen yang relevan




d. Kegagalan sistem; dan
c. Ketidak cukupan prosedur dan kontrol
Risiko Hukum
Kelemahan aspek yuridis dapat
menimbulkan risiko adanya hlntututan
hukum yang merugikan bank. Kglcmahan
ini anatara lain dapat berupa ketiadaan
peraturan perundang-undangan yang
mendukung, atau kelemahan perikatan
seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat
sahnya kontrak dan pengikatan agunar
yang tidak sempuma. Dalam kaitan ini
Bank lndonesia telah melaksanakan riset
dan menerbitkan Perahrian No.7/ 46 / PBI
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2005 tanggal 14November2005 tentang
AkadPenghimpunan dan PenyaluranDarn
bagi Bank yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan Pdnsip Syariah.
6. tusiko R€putasi (Reputation Risk).
Risiko Reputasi timbul antara iain
disebabkan adanya publikasi negatif yang
terkait dengan kegiatan usaha bank atau
pe$epsi negatif terhadap bank.
7. fusiko Strategis (Sr,.a/egrc RitD.
Risiko strategis timbul karena adanya
penetapan dan pelaksanaan stralegi usaha
bank yang tidak tepat, pengambilan
keputusan bisnis yang tidak tepat, atau
kurang responsifnya bank terhadap
perubahan-perubahan ekstemal.
8. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk).
Resiko Kepatuhan timbul karenabank
tidak memanrhi atau tidak melakanakan
peraturan perundang-undangan dan
ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
Pengelolaan risiko kepatuhan dilalnrkan
melalui penerapan sistem pengendalian
iotem secara konsisten.
Guru meminimalisasi risiko yang d4at
metrimbulkan kerugian bagi bank. bank
harus menerapkan manajemen risiko yaitu
semngkaian prosedur dan metodologi yang
digunakan untuk mengidentif ikasi
mengukur, memantau dan mengendalikao
risiko yang timbul dari kegiatan usaha.
Bank wajib menyampaikan profil
risiko secara triwulan kepada Bank
Indonesia, yang disarnpaikan pertama kali
pada kesempatan. Selain itu bank juga
wajib menyampaikan laporan ke Bank
Tndonesia manakala terdapal kondisi yang
belpotensi menimbulkan kerugian yang




bermasalal adalah karena kesulitan-kesulitan
keuargan yang dihadapi nasabah, penyebab
kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat
dibaei dalaro:
Faktor Intemal
Faktor intemal adalah faktor yang ada
di dalam pcrusahaan sendiri, dan faktor
utarna yang paling dominan adalah faktor
manajerial. Timbulnya kesulitran-kesulitan
keuangan perusahaan yang disebabkan
oleh faktor manjerial dapat dilihat dari
beberapa hal, seperti kelemahan dalam
kebijakan pembelian dan penjualan,
lemahnya pengawasan biaya dan
pengeluaran kebijakan piutang yary kurang
tepat, penempatan yang berlebihan pada
aktiva tetap, pernodalan yang tidak cukup.
Faktor Ektemal
Faktor ekstemal adalah factor-fallor
yang berada di luar kekuasaan manajemen
p€rusahaan, seperti bencana alam,
peperangan, perubaha[ dalam kondisi
pe!€konomiatr dari perdagangan,
perubahan-psrubahan teknologi, dan lain-
lain Unnrk menennrkan langkah yang perlu
diambil dalam menghadapi kedit macet,
te ebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab
terjadinya kemac€tan. Bank Indonesia
mewajibkan bank syariah untuk
mernbentrkpeqyisihanaktivaproduktiirya
berupa cadangan umum dan cadangan
khusus gulla menuhrp dsiko kerugian.
Cadangan khusus ditetapkan
sekurang-kurangn)'a seb€sar:
a. 5 Yo dari aktiva produktif yang
digolongkan dalam perhatian khusus ;
b. 15 % dari aktiva produktif yang
digolongkan hutang larcar setelah
dikurangi nilai aguana ;
c. 50 Yo d^ti aktiva produktif yang
digolongkan diragukan s€t€lah dikmngi
nilai a$man;
d. 100 % dari aktiva produktif yang
digolongkan macet setelah dikurangi
nilai agunan.
Bila kemacetan tersebut akibat
kelalaian, pelanggaran atau kecuangan
nasabal\ maka bank meminta gar nasabah
menyelesaikan segera, termasuk
menyerahkan barang yang diagunkan ke
bank. Bila penyelesaian di luar pengadilan
l .
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tidak dapat dicapai maka bank dapat
mcnempa&an saluran /jalur hukum. Dalam
hal ini ada 2 (dua) cara yang dapat
ditempuh, yaitu pengadilan egeri atau
badan arbitrase. Perbarkan Syariah lebih
suka memilih "Badan Arbitrasc Syariah
Nasional (Basyamas)".
Sengketa Perbankan Syariah
Semcntara apabila te{adi s€ngketa,
dahulu scbclum keluar ahrran teEebut masih
mengacu pada kewenangan peradilan umum
sementam setelah keluar regulasi tentang
ekonomi/ perbankan syariah, kewenangan
peradilan dibebankan pada peradilan agama,
bukan lagi kewenangan peradilan umum.
Meskipun scbenamya dinilai dari risi rcgulasi
masih minim. adanya paytng hukum bagi
lembaga keualgan syariah khususnya dan
pengcmbangan ekonomi syariah pada
umumnyar patut untuk disambut gembira.
Pcnguatal aspck lcgal sudah semestinya tidak
tcrhenti ditataEnperaturan sernatA melainkan
berlanjut pada instrumen penegakkannya.
Untuk ini faktor legal a^'ocation menjddr
penhng.
Sekurang-kurangnya tiga hal yang
melandasiny4 yaitu :
P e r t a m a, p erl.uny a jaminan keamanan
hukum hubungan transakional berdasarkan
prinsip syariah baik <ialarn klausula perjanj ian
matpunhasil legal audit dar' legal opinion.
Kedua, efisier'si pekerjaan dengan
menguasakan atau mewakilkan kepada pihak
yang memiliki kompetensi hukum dalam hal
proses-proses perij inan, pendaftaran,
penagihan-penagihan, tau unhrk sengketa di
penEadilan. Ke t i g a, r efibarig!]' b o n a/i d i t a s
suatu perusahaan syariah dengan
pendampingan dua sisi penting yaitu
keberadaan penaschat keuangan (akuntan)
dan pcnasehat hukum (advokav/alyer).
Apabila dikaitkan dengan upaya pemsahaan
syariah yang memancing invetasi di mana
investor sangat butuh akan kepastian dan
keamanan hukum dari dana yang
diinvestasikannya, maka legal audit dn legal
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o p i n io n dari seotun9 ad.v okat/ I awy e r
sangatlah berperan penting.
PerananAdvokat
Pasal I ayat (l) Undang-Undang No.18
Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan,
fungsi advokat adalah sebagai orang yang
memberijasa hukum (legal senices) baik
berupa konsultasi hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela dan melakukan tindalan hukum lain
untuk kepentingan klien- Undang-Undang
secara tcgas mcngkualifikasikan advokat
sebagai pcncgak hukum, kedudukannya pun
sangat strategis bila dihubungkan dengan
penyclesaian sengleta melalui Badan Arbi!:ase
Syariah Nasional, karena para pihak yang
bcrsengkeLa berhaLl, unruk mcndapakan j asa
hukum dari Advokat dalam memperkuat
argumcn bagi Ekonomi Islam dalam hal
pemcnangan perkaranya. Perlunya dvokat
^tarj law oflice atar law Jirm yang
mengkhususka[ kegiatannya di lingkungan
pergaulan syariah, mendapat duklngan dari
Undang-Undang Advokat tersebut.
Pasal 3 Ayat (2) Undaig-Undang No. I 8
Tahun 2003, Advokat yang telah diangkat
berdasarkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat menjalankan
pmlitiloya dengan mengkhususkan diri pada
bidang tertentu scsuai persyaratan yang
ditentukan olch peraturan perundang-
undangan. Pcrkembangan ekonomi secara
hukum adalah dua sisi mata uang yang saling
mengisi, dcn'rikian pula dengan perturnbuhan
ckonomi syariah yang hams dibarengi dengan
perlindungan hukum yang memadai sebab di
dalamnya kan tc4adi nteraki dan intenelasi
antara para pelaku ekonomi syariah. Dinamika
intcraktif tersebut harus be{alan di atas
prinsitrpriisip hukrun yang bcrtitik tolak pada
ketertiban, kcamanan, dan keadilan. Untuk hal
ini lirngsi advokasi menjadi penting, menurut
Undang-Undang Advokat No. I 8 talun 2003,
pemr advokat melalui kantor hukumnya baik
lcw ofi cel law.fum manempati posisi strategis
dalam pemberian jasa hulcur/ advokasi
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Kehadiran advokat di tengah-tengah
masyarakat Indonesia bertujuan untuk
membantu memudahkan dalam memberikan
jasa hukum baik berupa konsultasi hukum
melalui penjelasan-penjelasan te tang
penerapan afuran-atwan hukum maupun
melakukan pernbelaan hukum di forum litigasi
dan arbitras€. Dalam pengsmbangan ekonomi
syariah keberadaan Advokat mampu
memberikan jawaban pada pelaku maupun
institusi ekonomi stariah dalam hal mencegah
timbulnya masalah maupun menangni masalalr
hukum yang terjadi baik antara pelaku
ekonomi yang satu dengan lainnya maupun
antara pelaku ekonomi dengan institusi syariah
itu sendiri.
Aspek Legal
Beberapa spek legal pada pertumbuhan
ekonomi Islam (ekonomi syariah) yang
memberikan peluang bagi Advokat untuk
mengambil pemrL )aihr:
l. Semakin meluasnya pcrdagangan dan
tumbuhnya institusi ekonomi syariah tentu
han-rs mendapar perimbangan dar proteksi
dari aspek hukum. Unnrk itu diperlukan
Jasa hukum advokat/ lawyers gvna
memberikan konsultasi hukum /egal
consuhation, pelayanan umum (/egal
servlces) dan memberikan arah hukum
( I e ga I gu i danc e) bagi para pelaku maupun
instihEi syariah.
2. Tumbuhnya institusi yang berbentuk
pcrusahaan syariah akan memerlukan pula
informasi tentang prosedur, aturan, syaraF
syarat hukum yang harus dipenuhi dalam
hal pembuatan, pendirian sebuah
perusahaan syariah dan izin-izin.
Pengunrsan izin usa]ra sangat srat kaitamya
dengan masalah birokrasi di Indonesia,
yalg dikenal cukup rumit datr berbeliFbelit
Kondisi birokrasi demikian tentu saja
sangat menlulitkan para pengusaha syariah
yang akan mendirikan ilstitusi atau
perusahaan syadah, untuk menembus dan
menyelesaikan kendala tersebut maka
diperlukanjasa dvokat / lawyers syarirah.
3. Salah satu produk dari perbankan syariah
di antaranya dalah obligasi syariah adalah
sertifikas tanda bukti hutang yang dijarnul
oleh Pemerintah dan terdaiiar pada Pasar
Modal atau Bursa Efek. Dalam hal irrr
aspek-aspek hukum pasar modal akan
melardasi perdagangan obiigasi syariah
tersebut, untuk menghadapi ermasalahan
hukum di bidang Pasar Modal tcrsebut
diperlukan asehat dari seorang ahli hukum
atau konsultan hukum Pasar Modal. Oleh
karena itu peranan dari ad,vokal laLyers
atar law firm syariah akan sangat
diperlukan guna membantu pcfi umbuhan
dan kelancaran transaksi di pasar modal
yang melibatkan pelaku ckonomi syariah.
4. Dalam lalu lintas ekonomi,Iihususnya bisrus
perbankan syariah dan asuransi syariah,
sering menghadapi problena seperti
adanya laedit macet, kepailitan, maupun
masalah pcmi asumrsi, yaogpada lhimya
akan menimbulkan persoalan hukum dan
juga pilihan hukum (croice oflan). Akwr
diselesaikan oleh institusi hukum yang
mana" apakai melalui ligitasi atau arbit ase,
untr* masalah ini tentunya kan terlihat dan
kesepakatan perjanj ian bisnisnya. Dengan
demikian bila sudah muncul perselisihan
teNehtr maka diperlukan hadimya dvokat/
lawyers bark dipihak yang mewakili
Pemohon (Penggugat) maupun dan
Termohon (Tergugat).
5. Masalah keberadaan broter syariah masih
baru di Indonesia. Pada prinsipnya
kebemdaan brcler ini akan membantu lalu
lintas bisnis yang berlandaskan syariah
tersebut. -Bl,ofer syariah merncrlukan
atuan hukum guna melildungi hak dan
kewaj ibannya, akan tetapi disebabkan
belum adanya payung huLum untuk saat inr
maka diperlukan peranan advokat//aryr,ers
guoa mempertemukan kepentingan antara
pihak broker syariah di satu sisi dan
minanl a di lain prhak. Kepentingan para
pihak itu dapat bcragam dan untuk
mengharmonisasikan berbagai kcpentingan
itu diperlukanjasa hulum advoka]'.| lavyers
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syariah unmk mendampingi broker syariah
tersebut dan melindungi dengan sebuah
peijanjian bisnis yang memenuhi aspek
hukurn dan kcadilan pardpihak)€ng terLibat
di dalamnya.
6. Di bidaog pemban gnnan real estate dan
perumahan Islami, j as a adv okalJ lawyers
diperlukan guna pengurusan ij in-i j in
perumahan, yang berhubungan dengan
birolcasi Pcmcrin tah Dacmh yang kadang-
kadang rumit. Demikian juga masalah
pembebasan tanah yang biasanya juga
merepotkan karena terkadang harus
berhadapan dcngan pcnduduk yang
mcnguasai tanah tanpa hak. Dalam hal mr
diperlukan penguasaan turan hukum dalam
bidang pertanahan dengan tekik negosiasi
dan lobi yang baik, dalam hal ini peranan
advoka! lawyerc akatwngat penting guna
mcunjang tcrcapainF rencana kontraktor
atau pengembang syariah tersebu! schingga
tidak terdengar adanya pihak yang
dirugikan atau diperlakukan tidak adil
dalam pembebasan tanah tersebut.
kekayaan intelektual. Semua hal tersebut
harus ada perlindungan hukum (/egal
protection) nya agar tidak terjadi
pengambilalihan hak sccara tidak benar
oleh pihak-pihak yang tak
bertanggugiawab. Apabila demikian maka
pihak penemu atau pemilik hak akan sangat
dirugikan Disini pihak porcmu atau pemilik
hak akan sangat dirugikan. Disinilah
adv okat/ lawyers mengambil peranan
utuk mengums pendaftaran dan perijinan
di bidang merek, patent dan hak milik
intelektual tenebut.
10. Dalarn mencntuka.n pilihan hukum melalui
Arbitrase, para piiak dapat menentukan
pilihan apakah arbitrase institusional
ataukah arbitrase ad hoc. Pilihan te$ebut
mesti tertuang dalam klausula perjanj ian.
Mengingat persoalan arbitl ase
menyangkut bemcara di pcngadilan
arbitrase, maka peranan advokat/
lauycrs dipcrluJ<at] unruJ< mcndampingi
pihak-pihak yang bencngketa baik
Pemohon maupun Termohon.
7. Dalam Pernbuatan legal drafting ata.u 11. Masalah penyelesaian perkara gugatan
pcmbuatan kontrak bisnis syariah cerai, perwalian, pcmbagian warisan,
diperlukan bantuan advokat/ /awyers wakaf, hibah merupakan masalah yang
syariahkarenaadanyapenyusunan disclesaikanmelaluiforumpengadilan
klausula Islami di dalamnya. Dengan iat Agama. Pcnyelesaian perkara-perkara
yangiLlasdantidakbemotifsemata-mata tersebut merupakan bagian dari
mencad keuntungan, formula klausula itu penerapan hukum syariah. Terkadang
diharapkan dapat lebih menjamin umat Islam memberikan dan menunjuk
komitrnen pcntaatannya. k1asa hukum pada advokaylanJ,,e,"s yang
8. Penagihan hutang (debl collection) searahdengan Ekonomilslam.
perusahaan-perusahaan syariah oleh Dari bcbcrapa aspek legal tersebut,
seorang advokatT 1awye,"r syariah sangat secara khusus peran advokat dalam
penting. Penanganan akan dilakukan pengcmbangan ekonomi syariah dapat
dengan akhlakyang baik dan sepcnubnya dilahrkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai
berlandaskanhukumdenganmenghindari beriLntl
langkah-langkah yang kasar atau 1. Memberikan dan melayani konsultasi
bertentangandenganhukrnn. hukum, antara lain di bidang perbankan
9. Lembaga ekonomisyariah berkembang syariah, asuransi syariah, reksa dana
pesat sejalan dengan pertumbuhan syariah, dan brokersyariah.
masyaxakat ekonomi syariah, oleh karcna 2.Mcmbtat legal audil/ legal opinion dalam
iu lahir pula penemuan yang harus dibcri rangka persiapan pcndiian, merger dan
hak paten, pembuatan mcrck dagang, akuisisiperusahaansyarialltennasr*mnrk
pcnciptaan karya sescorang atau hak kepcrluanpinjaral uang ddn invcstasi.
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3. Melakukan advokasi/ pembelaan di forum
Pengadilan (penangananperkara,/ kasus)
yang dihadapi oleh pelaku ekonomi syariah-
4. Mengunrs jasa perizinan usaha dan
pendaftaran merek dagarg, paten dan hak
milik intelektual baik perusahaan-
perusahaan maupun pelaku ekonomi
syariah.
4. Membuat legal draJiing dan kontrak-
kontrak bisnis syadah.
5. Mewakili sebagai kuasa hukum pen-rsahaan
syariah di forum arbitase baik instihsional
mauprm ddroc ataupun di forunAlternatif
Penyelesaian Masalah (a I t erna t ive
dispute resolut ion\ lainya scperi :rned.iar i.




klususnya sektor perbankan dan asuransi
semakin menunjukkan kemajuan, maka
diharapkan Organsiasi Advokat segera
tanggap dan dapat memainkan perannya
untuk memberikan kontribusi lihususnya bagi
penguatan aspek legal dengan memberikan
pembekalan mengenai pola penegakkan
hukum di bidang bisnis syariah.
Organ isas i  Advokat  da lam ha l  in j
PerhimpunanAdvokat Indonesia (PERADI)
juga dapat memberikan sosialisasi dan
pengawasan bagi para Advokat dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal
ini dilakukan karena ekonomi syariah
memerlukan pemahaman yang mendalam
mengenai hakikat dan prinsip syariah Islarn
yang menjadi fundamen/ dasar dalam
pelaksanaannya sehingga menuntul para
Advokat nantinya harus juga mendalami hal
yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan
melakr.rkan kajian dan berbagi keilmuan
(sharing) denga/]patu ahli fiqih Islam yang
benda di Dewan Sy.Lriah ataupun Lembaga
Islan
Secara khusus peran organisasi Advokat
dalam membekali anggotanya dapat dilakukan
melalui kegiatan-kegiatan scbagai beril-ut :
L Upaya pemahaman yang mendalam akan
hakikat keberadaan sistem syariah dalam
praktek bisnis dengan melakukan kajian
terhadap ahntn Islam;
2. Mengadakan scminar-seminar yang
berkaitan dengan pcnegakan hukum di
bidang ekonomi syariah;
3. Diskusi-diskusi dan bedah kasus atas
puhrsan pengadilan atau lembaga laill yang
menyelesaikan perkara ekonomi syariah;
4. Mensosialisasikar aspck hukum ekonomi
syariah kepada masyarakat luas dan
badan-badan pelaku bisnis dengan
membuka nrbrik tanyajawab melalni surat
kabax atau buletin.
Kode EtikAdvokat.
Sahr satunya profosi yang mengandrmg
predikat sebagai profe sr terhomat (ofricium
mobile) adalah advokat, predikat itu
sesunggutmya bukan "gelar kehormatar" yang
diberikan masyarakat atau penguasa, karena
advokat elah berjasa kepada masyztakat dzm
negara kan tgtapi predikat itu muncui karena
tanggung jawab yang dibebanl€n kepada
advokat. Di dalam kehidupan bernegara
memang terdapat banyak esonjangan antaxa
masyarakat dengan pemegang kekuasaan dan
antara pencari leadilan dengan insritusi
penegak hukum.  Untuk  men jembatan i
kesenjangan itu. Komunitas yang palhg layak
dan berkompeten adalah komunitas
masyarakat. Ihrlah sebabnya profesi advokat
sering dijuluki sebagai.public defender the
guardian ofconstitution. Mernang di pudak
kalangan advokat langgungjawab yarg besar
dibebarkan, bahkan sej ak lahimya profesi tu.
Di Indonesia, pemberianjasa hukum olch
advokat baru dikenal pada masa penj aj ahan
Belanda, sekitar awal abad ke I 9. Padajaman
Belanda sampai bebcrapa dckadc scsudah
kemerdckaan lndonesia 1945, profesr
advokat sangat dekat dengan rakJat. Dimana
ada rakyat yang diperlukan tidak adil, di situ
selalu hadir advokat. Kalau tidak ada advokat
mrllimal "pokrol bambtt " (public defender
without law degrees).
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Dari pengalaman itu, maka muncul satu
lagi istilah bahwa Stakeholder Advokat
Indonesia adalah rakyat. Bukan hanya di
Indonesi4 di negara marnpun profesi advokat
sarat dcngan firngsi sosial. lcbih dari limgsi
sosial yang dimiliki profesi lain.Akan sulit
dipastikan bagaimana j dinya nasib penegak
hukum dan keadilan dalam sebuah negara
seandainya tidak ada profcsi advokat.
Tanggungjawab yang diemban oleh
advokat dan sekaligus harapan masyaiakat
terhadapnya pantas advokat dibcri predikat
sebagai profesi mulia dan profesi terhormat.
Dan uraian diatas. sehamsnya dapat dipallami
bahwa advokat sebagai profesi tgrhormat
merupakan cita-cita yang harus diwujudkan.
Predikat itujuga merupakan falsat'ah yang
sehanrsnya mcndasari perilahr setiap advokat
dalam menjalarkan proloinya. dan lenru saja
merupakan baromcter atau ukuran nilai kctika
disusun Kode Etik Advokat. Karena
banyaknya perilaku advokat yang kurang
terhormat, ditambah kebanyakan advokat
tidak menampakkan sccara nyata fungsi
sosialnya mala muncul semacam gugatan dari
masyarakat, apakah benar profesi advokat
itu sebagai profesi teftormat. Kalau memang
sebagai profesi terhormat, perwuj udannya
harus benar-benar dinampakkan, baik itu
untuk kepentingan individu, masyarakat,
institusi, badan hukum, dan lain sebagainya
Pasal 7 hurufh) Undang Udang No. I 8
Tahun 2003 Tentang Advokat, mengatakan
"Advokat mempunyai kcwajiban untuk
memberikan bantuan huum secara Cuma-
Cuma Qtrodeo) bagi orang yang tidak
mampu". "Advokat dalam mclakukan
fugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk
memperoleh imbalan mated, tctapi lebih
mengutamakan tegalmya hukum, kebenaran,
dan keadilan" (Otto Hasrbuan 2004,47 -491.
Dengan demikian peran advokat dalam
pengernbangan ekonomi syaria[ khusrsnya di
bidang perbankan syariah juga sangat
d ipcr lukan.  sebaga i  pcran  sos ia l  bag i
kepentingan masyarakat dan lembaga hukum
atau institusi resmi.
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III PENUTUP
Kesimpulan
L Dalam konteks scmakin maraknya/
meluasnya ekonomi syariah akijr ini.
sungguh banyak dibuohkan/ diperlukan
peran Advokat;
2. Untuk berbagai masalah yang berkaitan
dengan ekonomi syariah kiususnya di
bidaig perbanlan pemnan Advokat sangat
dibutuhkan dalam hal membantu
menyelesaikan masalah.
Saran
L Peran Advokat dalam ekonomi syariah
tetap hanrs medgacu pada Undang-Undang
No. I 8 Tahun 2003 Tentang Advokat dan
Undang-Undang Nomor2l Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah.
2. Pcran Advokat di bidang perbankan
sebailalya tidak terlepas atau menyimpang
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